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ABSTRAK 
 
Muhammad Nugroho Sugiyatno (B 111 13 360). Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional. Dibimbing 
oleh Alma Manuputy dan Iin Karita Sakharina. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan OPM dalam 
perspektif subjek hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
pengumpulan data (literature research), untuk memperoleh data sekunder 
melalui Konvensi-konvensi Internasional, buku-buku, hasil penelitian, jurnal 
ilmiah, maupun publikasi resmi.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum 
internasional yang mengatur tentang kaum pemberontak dalam subjek hukum 
internasional adalah Konvensi Den Haag IV 1907 terkhusus dalam Pasal 1, 2, 
3 tentang syarat-syarat kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan 
internasional dan Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan II 
Konvensi Jenewa 1949 tentang perang dan pemberontakan, namun 
berdasarkan instrument hukum internasional tersebut menyatakan bahwa 
Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak termasuk sebagai subjek hukum 
internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan 
pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai 
kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan 
Konvensi Jenewa 1949. 
Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan bahwa diperlukan adanya rezim 
hukum internasional yang memperjelas kriteria-kriteria kaum pemberontak 
untuk mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional karena 
hingga saat ini kriteria-kriteria kaum pemberontak hanya dilihat dari segi politis 
saja. Diperlukannya Memorandum of Understanding (MoU) karena adanya 
keinginan yang kuat dari OPM untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga 
melalui MoU tersebut diharapkan dapat memberikan kesepahaman dan 
kesepakatan serta memberikan solusi bagi kedua pihak.  
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ABSTRACT 
 
Muhammad Nugroho Sugiyatno (B111 13 360). Free Papua Movement 
(OPM) in Perspective of Subject of International Law. Guided by Alma 
Manuputy and Iin Karita Sakharina. 
 
This study aims to determine the position of Free Papua Movement (OPM) 
in the perspective of the subject of international law. This research was 
conducted by data collection method (literature research), to obtain secondary 
data through International Conventions, books, research results, scientific 
journals, and official publications. 
The results obtained indicate that that the international legal instruments 
governing the rebels in subject of international law are The Hague Convention 
IV 1907, in articles 1, 2, 3 of the terms of gaining the international recognition 
and The Geneva Conventions 1949, as well as the Additional Protocol II of the 
Geneva Conventions 1949 on war and insurrection. However, based on the 
international legal instrument, the Free Papua Organization (OPM) is not 
included as a subject of international law or as a rebel that gained international 
recognition (belligerent), because Free Papua Organization (OPM) does not 
meet the criteria as a rebel (belligerent) inscribed in the Hague Convention IV 
1907 and the Geneva Conventions 1949. 
Based on the results of the study, formulated that it is necessary to clarify 
the legal regime of international criteria for the rebels to gain recognition as the 
subject of international law, because rebels are only seen by the political 
aspect. The Memorandum of Understanding (MoU) is needed due to the strong 
desire of the Free Papua Movement (OPM) to separate itself from NKRI, so 
that MoU is expected to provide an understanding and agreement, also to 
provide solutions for both parties. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 
17.504 pulau, sekitar 600 diantaranya tidak berpenghuni tetap yang menyebar 
disekitar kathulistiwa. Indonesia terdiri dari 5 (lima) pulau besar, yaitu: 
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Salah satu dari kelima 
pulau tersebut terletak di bagian paling timur Indonesia dan langsung 
berbatasan dengan negara tetangga yaitu, Papua. Papua memiliki luas 
808.105 km2 dan merupakan salah satu pulau terluas di Indonesia yang 
memiliki 2 (dua) provinsi besar, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 
Provinsi Papua, sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian 
tengah Pulau Papua dan bagian paling timur adalah Papua Barat (dulu Irian 
Jaya). Belahan timur provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Papua 
Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian Barat, 
namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap 
memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua 
Barat. Papua memiliki luas 808.105 KM persegi dan merupakan pulau terbesar 
kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.1 
Di kenal dengan sumberdaya alamnya, terdapat pula keragaman budaya 
di Papua. Terdapat lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan-
kebiasaan, bahasa-bahasa, praktek-praktek, dan agama asli yang berbeda di 
                                                     
1Papua, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Papua?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C639585674, 
diakses pertama kali pada tanggal 17 November 2016 pukul 01.50 WITA. 
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Papua. Ditambah lagi ada 100 kelompok etnis non-Papua yang juga memiliki 
keragaman budaya, serta terdapat kesukuan yang sangat kuat, maka dapat di 
pahami jika Papua sering terjadi konflik-konflik sosial dengan kondisi 
keberagamaan norma dan nilai-nilai yang ada di Papua.2 
Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua 
ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda 
dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) akhir tahun 1949. Dalam perundingan 
tersebut pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan 
mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk menghadapi politik 
dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan 
Tri Komando Rakyat (TRIKORA), dimana TRIKORA  merupakan momentum 
politik bagi pemerintah Indonesia. TRIKORA memaksa Pemerintah Belanda 
untuk menandatangani Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, dengan 
Perjanjian ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat 
kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 
10 Oktober 1962, sehingga pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan 
Irian Barat kepada Indonesia. Terhadap hal tersebut, Indonesia berkewajiban 
melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Akhirnya PEPERA 
dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis 
Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 
1969.  Dengan demikian dalam perspektif hukum internasional, sejak saat itu 
Irian Barat dan Irian Jaya yang resmi menjadi wilayah Indonesia.3  
                                                     
2 Ibid. 
3  Syamsuddin Haris, 1999, Indonesia Diambang Perpecahan, Erlangga, Jakarta, Hlm 4 
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Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, lembaga 
operasi khusus (opsus) Irian Jaya giat melakukan penggalangan dana dan 
pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi 
dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu 
membutuhkan Pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau 
perkumpulan putra-putri Irian Barat dengan menghimpun kekuatan dalam 
bentuk gerakan bawah tanah atau dengan sembunyi-sembunyi. Organisasi 
gerakan bersifat ilegal ini, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan 
Papua atau Irian Jaya terlepas dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah 
Indonesia.4 
Hal ini tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka 
(OPM) yang dimulai pada tanggal 26 juli 1965. OPM dipimpin oleh Sersan 
Mayor Permanes Ferry Awom, mantan anggota batalyon sukarelawan Papua 
(PVK/Papua Vrijwillegers Korp) ciptaan Belanda. Nama Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia 
kepada setiap organisasi atau fraksi baik di Papua maupun di luar negeri yang 
dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah 
untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia, baik secara politik 
maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan atau 
memerdekan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).5 
Awal dari gerakan OPM menurut Aditjondro adalah serangan sekelompok 
orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari 
                                                     
4 Taufik Tuhana, 2001, Mengapa Papua Bergolak, Gama Global Media, Yogjakarta, Hlm. 
33 
5 M. Fathoni Hakim, 2010, “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi 
Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984”, Tesis, Pascasarjana Ilmu 
Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 145 
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pada tanggal 28 Juli 1965.6 Penyerangan ini dipicu oleh penolakan para 
anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak di 
mobilisasi. Kemudian pemberontakan OPM meluas ke sejumlah Kabupaten di 
Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, 
Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ditandai oleh 
tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, 
demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan 
pamphlet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi tersebut menyebabkan 
tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.7 
Dalam perkembangan selanjutnya, OPM berkembang menjadi sebuah 
organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI. OPM berevolusi 
menjadi gerakan separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun 
sesungguhnya OPM cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang 
hingga kini menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut.8  
Bagi pemerintah yang berkuasa, tindakan OPM tersebut dapat dianggap 
sebagai usaha pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan 
berdaulat. Pemerintah berpendapat bahwa OPM adalah gerakan separatis 
bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI dan mengganggu semangat 
nasionalisme.9 
Dalam perspektif hukum, dengan munculnya gerakan OPM tersebut dapat 
diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang 
melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah (fighting against the 
                                                     
6 George Junus Aditjonro, 2000, Cahaya Bintang Kejora: Papua dalam Kajian Sejarah, 
Budaya, Ekonomi dan HAM, Elsham, Jakarta, Hlm. 35 
7 John RG Djopari, 2003, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Grasindo, Jakarta,  
Hlm.1-2 
8  Ibid. 
9  Ibid. 
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legitimate government) yang sudah tentu bertentangan dengan aturan hukum 
secara hukum.10 Jika terjadi kasus semacam ini, negara manapun dan dengan 
resiko apapun tidak pernah akan membiarkannya, karena hal tersebut 
menyangkut atribut suatu negara yang sangat esensial yaitu menyangkut 
kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan wilayah suatu negara. 
Pemberontak merupakan kelompok yang melakukan perlawanan tetapi 
mudah dapat diatasi oleh aparat keamanan dari pemerintahan yang sah. Jika 
perlawanan yang dilakukan itu meluas secara intensif dan berkepanjangan 
maka kelompok tersebut dapat diklasifikasikan sebagai insurgency atau 
mungkin belligerency.11 
Pengakuan atau penerimaan atas eksistensi kaum pemberontak dalam 
suatu negara seringkali didasarkan atas pertimbangan politik subjektif dari 
negara-negara yang memberikan pengakuan. Misalnya jika kaum 
pemberontak dalam suatu negara memiliki aspirasi politik yang sesuai dengan 
negara yang mengakui itu; atau jika negara yang mengakui itu tidak bersahabat 
dengan pemerintah negara dimana pemberontakan itu terjadi, maka negara itu 
memberikan dukungan dan pengakuannya kepada kaum pemberontak. 
Penentuan diakui atau tidaknya suatu kaum pemberontak bersenjata sangat 
bergantung pada pertimbangan politik dari negara-negara yang hendak 
memberikan pengakuan atau dukungan itu sendiri.12 
                                                     
10 Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 106 KUHP yang berbunyi: 
“makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh 
untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau 
pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”. Lihat pula dalam Pasal 108 ayat (1): “Barang 
siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. 
Ayat (2): “Para pemimpi dan pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup atau penjara 20 tahun”.   
11Sumaryo Suryokusumo, 2007, Studi Kasus Hukum Internasional, PT Tatanusa, Jakarta, 
Hlm. 126 
12  I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung,  
Hlm. 85. 
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Di dalam hukum internasional tidak ada aturan yang melarang negara lain 
untuk membantu sesuatu negara dalam memberantas pemberontakan 
terhadap pemerintahnya. Namun jika bantuan itu diberikan terhadap 
pemberontak, maka tindakan itu dianggap sebagai suatu intervensi yang tidak 
sah (illegitimate intervention).13 
Namun demikian, apabila pemberontakan dalam suatu negara telah 
mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga negara-negara lain tidak mungkin 
lagi menutup mata terhadap kejadian tersebut, terpaksa negara-negara lain 
dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan 
(recognition of insurgency) dan bukan dengan penghukuman.14 
Kelainan ini disebabkan karena pengakuan demikian merupakan 
penjelmaan daripada suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-
negara ketiga, yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa 
dianggap mempunyai hak asasi, seperti: 
(1) Hak untuk menentukan nasib sendiri; 
(2) Hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, sistem politik, dan 
sistem sosial sendiri; 
(3) Hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang 
didudukinya.15 
Lebih lanjut pandangan dari segi hukum perang, kaum pemberontak 
dapat menjadi subjek hukum internasional karena memperoleh kedudukan dan 
hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. 
                                                     
13  Sumaryo Suryokusumo, 2007, Studi Kasus Hukum internasional, Op.Cit. Hlm. 127 
14  Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional. Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 
177-178 
15 Frans E. Likadja & Daniel Frans Bessie, 1988, Desain Instruksional Dasar Hukum 
Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta,  Hlm. 93. 
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Personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa sangat 
tergantung pada pengakuan. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari 
sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati 
status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional.16 
Secara umum sudah dapat dipahami, bahwa subjek hukum diartikan 
sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban 
berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, 
pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul 
juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum 
antar sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang selanjutnya 
melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.17 
Dengan berpedoman pada pengetian subyek hukum pada umumnya, 
maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan 
subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, 
pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum 
internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum 
internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai sebagai subjek hukum 
internasional. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada masa awal tersebut tidak ada 
atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang 
melakukan hubungan-hubungan internasional.18 
Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Perang Dunia I dan Perang 
Dunia II, munculnya organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi hukum 
                                                     
16 Nin Yasmine Lisasih, 2011, Subjek Hukum Internasional, 
https://ninyasmine.wordpress.com/2011/08/4/subjek_hukum_internasional/, diakses Pertama 
Kali pada tanggal 23 Maret 2017 Pukul 20.00 WITA 
17 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju: Bandung, 
Hlm. 85. 
18 Ibid. Hlm. 86. 
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internasional lain yang secara aktif terlibat dalam hubungan-hubungan 
internasional menjadikan hubungan-hubungan internasional mengalami 
pergeseran yang cukup fundamental yang tentu saja membutuhkan prinsip-
prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. Dengan demikian hubungan-
hubungan (hukum) internasional semakin lama semakin bertambah luas, 
demikian pula masalah-masalah yang perlu diatur dalam bentuk hukum 
internasional juga semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu, pandangan 
lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subjek hukum 
internasional harus sudah ditinggalkan.19 
Suatu perkembangan dalam hukum internasional ialah diberikannya 
pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang 
memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional 
tertentu. Melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 tanggal 22 November 
1974, PLO (Palestine Liberation Organization) diberikan status sebagai 
peninjau tetap pada PBB.20 PLO juga telah secara resmi diberikan pengakuan 
de jure oleh Amerika Serikat pada masa Presiden Bill Clinton pada tahun 1993, 
dan diberikan pengakuan pula bahwa PLO adalah wakil tunggal bangsa 
Palestina dengan control sementara atas badan yang baru didirikan, yaitu 
Otoritas Palestina.21 
Berdasaran uraian dan illustrasi di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai status dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
sebagai pemberontak, yang penulis tuangkan  dalam bentuk skripsi dengan 
                                                     
19 Ibid.  
20 Boer Mauna, 2013, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, PT.Alumni, Bandung,  Hlm. 81 
21 Janna B. Weinstein, “Obligation to Recognize Goverments in International Law. U.S. 
non-recognition of Hamas”, http://bepress.com/janna_weinstein/1/, Diunduh pada Tanggal 4 
april 2017 Pukul 21.00 WITA 
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judul: ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF 
SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang 
pemberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional?  
2. Bagaimanakah kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam 
perspektif subjek hukum internasional?  
 
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan penelitian : 
1. Untuk mengetahui instrumen hukum internasional pemberontak 
sebagai salah satu subjek hukum internasional. 
2. Untuk mengetahui kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
dalam perspektif subjek hukum internasional. 
Manfaat penelitian : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum Internasional khusunya subjek hukum 
internasional 
2. Sebagai informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai 
kedudukan  pemberontak sebagai salah satu subjek hukum 
internasional. 
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3. informasi kepada mahasiswa dan para akademisi dalam melakukan 
penelitian mengenai kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
dalam perspektif subjek hukum internasional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Subjek Hukum Internasional 
Pada awal abad ke-19 hukum internasional menganggap hanya 
negaralah sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, dan individu 
bukanlah pemegang hak dan kewajiban yang secara langsung lahir dari hukum  
internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, ruang lingkup subjek hukum 
internasional tidak hanya negara, akan tetapi meliputi subjek-subjek hukum 
internasional lainnya.22 
Munculnya subjek hukum bukan negara sebagai subjek hukum 
internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Semakin 
berkembangnya keberadaan sebuah institusi organisasi internasional, serta 
adanya organisasi-organisasi lain bersifat khusus yang keberadaannya secara 
fungsional kemudian diakui sebagai subjek hukum internasional yang bukan 
negara, semakin kompleks subjek hukum internasional tersebut. 
Menurut Ian Brownlie, subjek hukum internasional merupakan entitas 
yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan 
mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan 
mengajukan klaim-klaim internasional.23 Kemampuan tersebut dapat ditinjau 
dari dua aspek24 yaitu: 
1. Dasar Hukum Berdirinya; 
                                                     
22 Alma Manuputy. dkk, 2008, Hukum Internasional, Recht-ta, Depok, Hlm. 74 
23 Ian Brownlie, 1997, Principles of Public International Law, The English Language Book 
Society Oxford Unversity Press,  Hlm. 60 
24 Ibid. 
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2. Advisory opinion atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat 
“International Court of Justice”25 
Urgensi dari keberadaan subjek hukum internasional ialah kejelasan 
mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kancah hubungan internasional. 
Berbicara mengenai pertanggungjawaban maka personalitas hukum (legal 
personality) menjadi hal penting yang harus dipastikan melekat padanya. 
Maryan Green merumuskan pengertian tentang personalitas hukum dari 
subjek hukum internasional dengan analogi pada personalitas hukum dari 
subjek hukum nasional sebagai berikut: 
“Personalitas dari suatu subjek hukum internasional adalah ukuran dari 
kapasitasnya untuk bertindak. Beberapa negara, seperti individu-individu 
dalam hukum nasional, memiliki personalitas hukum yang berukuran 
penuh. Lainnya, seperti perusahaan dalam hukum nasional, hanya 
memiliki personalitas hukum sesuai yang disetujui terhadap mereka.”26 
Sehingga para Ahli hukum internasional merumuskan syarat sesuatu 
dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki 
personalitas hukum internasional dengan kemampuan dan kecakapan 
tertentu27, diantaraya adalah: 
                                                     
25 The International Court of justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nation 
(UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in 
April 1946. The seat of the Court is at the Peace Palace in the Hague (Netherlands). Of the six 
principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York (United States 
of America). The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes 
submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions reffered to it by 
authorized United Nations organs and specialized agencies.Composed of 15 judges, who are 
elected for terms of office of nine years by The United Nations General Assembly and the 
Security Council. It is assisted by a Registry, its administrative organ. Its official languages are 
English and French. 
26 N.A Maryan Green,”International Law, Law of Peace”, (London: Mac Donald &Evants 
Ltd., 1973), Hlm.30 
27 Subjek Hukum Internasional, Pengertian Subjek Hukum Internasional, Status hukum, 
Art in The Science of Law, 2013 sesuai artikel di website http://statushukum.com/subjek-
hukum-internasional.html 
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1. Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional (capable of 
possessing international rights and duties); 
2. Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional 
(endowed with the capacity to take certain types of action on 
international plane); 
3. Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional 
(they have related to capacity to treaties and agreements under 
international law); 
4. Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak 
yang melanggar kewajiban internasional (the capacity to make claims 
for breaches of international law); 
5. Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional atau 
negara (the enjoyment of privileges and immunities from national 
jurisdiction); 
6. Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu 
organisasi internasional (the question of international legal personality 
may also arise in regard to membership or participation in 
international bodies). 
 
Subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum adalah: 
1. Negara 
Negara dalam sejarah perkembangan hukum internasional, negara 
dipandang sebagai subjek hukum terpenting (parexcellence) 
dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. 
14 
 
Tentunya dalam kedudukan sebagai subjek hukum internasional maka 
negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. 
Menurut J.G. Starke negara adalah satu lembaga yang merupakan 
satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh 
dan di antara manusia sendiri, sebagai satu alat untuk mencapai tujuan-
tujuan yang paling penting di antaranya seperti satu sistemketertiban 
yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. 
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Brierly yang mengatakan 
bahwa negara sebagai suatu lembaga (institution) merupakan suatu 
wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat 
melaksanakan kegiatan-kegiatannya.28 
Sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum 
internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, 
baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum 
internasional lainnya, maka sebagai konsekuensinya negaralah yang 
paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang ataupun 
mendukung hak-hak serta memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan 
hukum internasional jika dibandingkan dengan subjek-subjek hukum 
internasional yang lain. Sedangkan subjek hukum internasional lainnya, 
kekuasaan atau kewenangannya mengadakan hubungan-hubungan 
hukum internasional maupun memiliki hak dan memikul kewajiban 
berdasarkan hukum internasional lebih terbatas jika dibandingkan dengan 
negara, yakni terbatas pada apa yang menjadi bidang kegiatan maupun 
maksud dan tujuannya. Kedudukan seperti ini, menjadikan negara 
                                                     
28 Alma Manuputy, et.all. 2008. Hukum Internasional, Op.Cit., Hlm. 75 
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sebagai subjek hukum internasional yang memainkan peranan yang 
sangat dominan. Sehingga, meskipun kini terdapat banyak sekali jumlah 
dan jenis subjek hukum internasional, hukum internasional sebagian 
besar merupakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang lahir dan 
berkembang dari, serta mengatur hubungan-hubungan antar negara. 
Dominannya peranan negara dalam hubungan-hubungan hukum 
internasional juga tidak terlepas dari keunggulan negara jika 
dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, yakni 
negara memiliki apa yang disebut kedaulatan.29 
Negara sebagai subjek hukum internasional dalam arti klasik 
hanyalah negara yang berdaulat penuh, atau negara yang tidak lagi 
tergantung pada negara lain. Anggapan semacam ini, masih berpengaruh 
hingga sekarang, di mana masih terdapat anggapan bahwa hukum 
internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar-negara. Dalam arti 
modern subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara 
yang berdaulat penuh. Melainkan termasuk pula negara bagian, kanton-
kanton (Swiss), protektorat (sudah dihapus dan diganti dengan Dewan 
Perwalian PBB), dan dominion (British Commonwealth).30  
 
2. Organisasi internasional  
Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum 
internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya 
belum ada kepastian mengenai hal ini.31 
                                                     
29 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit. Hlm. 89. 
30 Ibid. Hlm. 76 
31 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT. 
Alumni, Bandung, Hlm. 101 
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Tidak semua organisasi internasional memiliki status sebagai subjek 
hukum internasional. Organisasi internasional yang diakui sebagai 
subjek hukum internasional harus memenuhi karakteristik berikut: 
a. Dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh lebih dari dua 
negara, apa pun namanya dan tunduk pada rezim hukum 
internasional; 
b. Memiliki sekretariat tetap.32 
Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut akan lebih mudah 
organisasi itu untuk memperoleh international personality. Suatu 
organisasi internasional pada umumnya memuat legal status-nya baik 
di depan hukum nasional negara-negara anggotanya maupun di depan 
hukum internasional. PBB misalnya menegaskan bahwa dirinya 
menikmati imunitas di depan pengadilan negara-negara anggotanya.33 
Saat ini terdapat lebih dari 350 organisasi internasional baik yang 
bersifat universal, antar kontinen maupun organisasi tingkat regional. 
Bila dilihat dari jumlahnya, organisasi internasional ini lebih banyak dari 
negara dan kegiatannya praktis menyangkut segala macam aspek 
masalah-masalah lingkungan, hak asasi, dan berbagai kerja sama 
teknik.34 
Namun bila dibandingkan dengan negara sebagai subjek hukum 
internasional maka tetaplah lebih luas negara. Kemampuan organisasi 
untuk bertindak dibatasi oleh piagam pembentukannya. Serta 
                                                     
32 Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, Hlm. 143 
33 Ibid. Hlm. 144 
34 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, PT. Alumni: Bandung, Hlm. 52-52. 
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bagaimanapun organisasi tidaklah sebebas negara karena setiap 
putusannya harus atas dasar persetujuan negara-negara anggotanya 
lebih dulu. Pada dasarnya organisasi internasional dan subjek-subjek 
lain non negara adalah subjek derivative, subjek turunan yang 
keberadaannya atas kehendak negara.35 
 
3. Palang Merah Internasional 
Palang Merah Internasional atau International Committee on the Red 
Cross (ICRC) merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya 
palang merah-palang merah nasional negara-negara dan berkedudukan 
di Swiss. Kedudukan Non Government Organization ini sebagai subjek 
hukum internasional tidak lepas dari perannya yang besar dalam 
memberikan pertolongan pada korban perang khususnya di Perang 
Dunia I dan II. Disamping itu, Non Government Organization ini memberi 
kontribusi yang besar pada pembentukan Konvensi-Konvensi Jenewa 
1949 yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter 
internasional. ICRC hanya bergerak di bidang kemanusiaan, 
memberikan perlindungan terhadap korban perang baik skala domestik 
maupun internasional.36 
Oleh karena kegiatannya dalam bidang kemanusiaan, lama 
kelamaan Palang Merah Internasional mendapat simpatik dan 
sambutan positif, tidak saja di dalam negeri Swiss tetapi juga meluas ke 
pelbagai negara yang diikuti dengan langkah nyata, berupa 
                                                     
35 Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.,Hlm. 144-145 
36 Ibid. Hlm. 176 
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pembentukan Palang Merah Nasional di masing-masing negara 
bersangkutan, sehingga pada akhirnya kini berkembang pesat di 
seluruh penjuru dunia. Palang Merah Nasional dari negara-negara itu 
kemudian menghimpun diri menjadi Palang Merah Internasional. 
Dengan demikian, keanggotaan dari Palang Merah Internasional 
bukanlah negara-negara melainkan Palang Merah Nasional dari negara-
negara.37 
Dewasa ini, ICRC secara umum telah diakui sebagai organisasi 
internasional yang memiliki kedudukan sebagai salah satu subjek 
hukum internasional dalam ruang lingkup yang terbatas.38 
  
                                                     
37 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit. Hlm. 124 
38 Alma Manuputy, et.all. 2008. Hukum Internasional, Op.Cit. Hlm. 81 
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4. Takhta Suci 
Takhta Suci (Vatican) merupakan suatu contoh dari suatu subjek 
hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Hal 
ini merupakan peninggalan-peninggalan (atau kelanjutan) sejarah sejak 
zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja 
Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Takhta 
Suci mempunya perwakilan diplomatik di banyak ibukota (antara lain di 
Jakarta) terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil 
diplomatik negara-negara lain. Takhta Suci merupakan suatu hukum 
dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini 
terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dan Takhta 
Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yaitu Perjanjian Lateran 
(selanjutnya disebut The Lateran Treaty) yang mengembalikan 
sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan 
didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus 
dibentuk dan diakui.39 
Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai 
pengakuan Italia atas eksistensi Takhta Suci sebagai pribadi hukum 
internasional yang berdiri sendiri. Walaupun tugas dan kewenangan 
Takhta Suci tidak seluas tugas dan kewenangan negara. Sebab hanya 
terbatas dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga tampak 
pengaruh Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dengan 
                                                     
39 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, 
Op.Cit. Hlm. 100 
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memelihara hubungan diplomatik dengan Takhta Suci dengan 
menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian pula 
sebaliknya Takhta Suci juga menempatkan kedutaan internasional di 
pelbagai negara. Dalam praktek hubungan internasional maupun 
diplomasi, negara-negara menerima dan memperlakukan Paus sebagai 
pemimpin tertinggi Takhta Suci, sesuai dengan norma-norma hukum 
internasional maupun norma-norma sopan santun diplomatik, sama 
seperti kepala-kepala negara dan pemerintahan negara-negara pada 
umumnya.40 
 
5. Individu 
Perkembangan yuridis tentang kedudukan individu dalam arti 
terbatas sudah agak lama dianggap sebagai subjek hukum 
internasional. Menurut Krabbe dalam bukunya “Die Moderne Staatside” 
yang ditulis pada tahun 1906 mengatakan bahwa “…individual only may 
be subject of law… including international law…”. Peristiwa lain yang 
menandai kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional yaitu 
dengan dicantumkannya individu dalam Perjanjian Versailles (Treaty of 
Versailles) tahun 1919 antara Jerman dan Inggris. Perancis, dan sekutu-
sekutunya. Pasal 297 dan 304 dari perjanjian tersebut memberikan 
kemungkinan bagi orang perorangan untuk mengajukan perkara 
kehadapan mahkamah-mahkamah arbitrase internasional. Ketentuan 
                                                     
40 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit. Hlm. 125 
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serupa diatur pula didalam Perjanjian Upper-sile-sia pada tahun 1922 
antara Jerman dan Polandia.41 
Ketentuan selanjutnya dapat ditemukan didalam Keputusan 
Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of International 
Justicei) dalam perkara Kereta Api Danzig (Danzig Rail way official’s 
case) pada tahun 1928, yang menyatakan bahwa apabila suatu 
perjanjian internasional, memberikan hak-hak tertentu kepada orang 
perorangan, maka hak-hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku 
(dapat diterima) didalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu 
badan Peradilan Internasional.42 
Kedudukan individu-individu dalam orde yuridik internasional telah 
menyebabkan terjadinya perdebatan doctrinal yang cukup hangat. Ada 
yang menyatakan seperti Prof. Georges Scelle, bahwa masyarakat 
internasional pada hakikatnya adalah masyarakat individu yang diatur 
secara langsung oleh hukum internasional, bertentangan dengan 
anggapan bahwa individu tidak mempunyai tempat dalam orde yuridik 
internasional. Sehingga untuk mengetahui mana yang benar antara 
kedua pandangan ini tidaklah mudah karena hukum internasional tidak 
mempunyai kejelasan mengenai hal tersebut.43 
Dari paparan di atas tampak bahwa pengakuan hukum internasional 
terhadap individu sebagai subjek hukum internasional terbatas pada 
dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional 
untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap 
                                                     
41 Alma Manuputy, et.all. 2008. Hukum Internasional, Op.Cit.Hlm. 85 
42 Ibid. 
43 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Op. Cit., Hlm. 57 
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kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Sebaliknya 
masih sedikit sekali perlindungan yang diberikan hukum internasional 
pada diri individu itu. Meskipun banyak ahli hukum internasional 
menyatakan bahwa dibuatnya berbagai konvensi Hak Asasi Manusia 
menunjukkan keseriusan hukum internasional menempatkan individu 
sebagai subjek hukum internasional, namun keberadaan konvensi-
konvensi itu akan kurang berarti tanpa disertai penguatan hak individu 
untuk mengajukan tuntutan atas nama dirinya sendiri ke depan 
pengadilan internasional. Mahkamah Internasional hanya menerima 
sengketa yang diajukan negara dengan negara. Bila negara tidak mau 
mewakili atau mengambil alih kasus warganya atas nama negara yang 
bersangkutan akan sangat sulit sekali bagi individu untuk menuntut 
haknya. Dalam banyak kasus terbukti bahwa negara sering lebih 
mengutamakan hubungan baik dengan suatu negara daripada 
memperjuangkan hak seorang warganya (individu) sendiri. Di sisi lain 
individu juga sering mengalami hambatan ketika akan mengajukan 
tuntutan terhadap negara yang telah merugikannya di depan pengadilan 
nasional mengingat di depan pengadilan nasional negara asing memiliki 
imunitas.44  
 
6. Kaum Pemberontak  
Kaum pemberontak (selanjutnya disebut Belligerent) dalam hukum 
internasional tidak akan bisa terpisahkan dari masalah separatisme 
hukum internasional tidak mengatur masalah pemberontakan. Kejadian-
                                                     
44 Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.,Hlm. 148-149 
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kejadian dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pemberontakan 
dari kaum separatis merupakan urusan intern negara yang 
bersangkutan. Hukum yang yang berlaku terhadap peristiwa 
pemberontakan tersebut adalah hukum nasional negara yang 
bersangkutan. Hukum internasional melarang negara lain untuk tidak 
melakukan intervensi tanpa persetujuan negara tersebut. Negara-
negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan negara yang 
bersangkutan termasuk menghormati hak negara tersebut menerapkan 
hukum nasionalnya terhadap peristiwa pemberontakan itu.45 
Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan 
dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan-keadaan 
tertentu. Keadaan tertentu ini ditentukan oleh pengakuan pihak ketiga 
bagi pemberontak atau pihak yang bersengketa.46 
Pengakuan terhadap belligerent sifatnya hanya sementara selama 
peperangan berlangsung saja. Bila kelompok belligerent  berhasil dalam 
perjuangannya pengakuan terhadap mereka berubah menjadi 
pengakuan terhadap pemerintah baru bila mereka berhasil 
menggulingkan pemerintah yang sah, atau pengakuan terhadap negara 
baru bila mereka berhasil memisahkan diri membentuk negara baru. 
Dalam hal ini meskipun hukum internasional cenderung untuk menolak 
penggunaan kekerasan dalam perolehan kekuasaan atau wilayah baru, 
namun dalam praktek akan tergantung dari kemampuan enttias baru 
tersebut meyakinkan masyarakat internasional. Tergantung apakah 
                                                     
45 Ibid. Hlm. 177. 
46 Alma Manuputy, et.all. 2008. Hukum Internasional, Op.Cit.Hlm. 90 
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mereka mampu mendapat dukungan dari rakyat, apakah mereka 
mampu menguasai secara efektif organ-organ pemerintah yang ada, 
juga kemampuan mereka mengendalikan stabilitas keamanan 
nasional.47 
Dalam kaitannya dengan kedudukan kaum pemberontak sebagai 
subjek hukum internasional maka konsepsi negara-negara dunia ketiga 
diatas pada hakikatnya merupakan anti-imperialisme dan kolonialisme. 
Namun demikian, akan timbul persoalan yang rumit setelah penjajahan 
terhapus diatas bumi, dan semua bangsa telah telah menjelma menjadi 
negara-negara yang merdeka maka konsepsi ini, walaupun bermaksud 
baik, bisa menimbulkan pengaruh atau persoalan yang mengganggu 
stabilitas masyarakat internasional karena dapat dipakai oleh golongan-
golongan kecil di dalam satu negara yang belum tentu mempunyai 
alasan-alasan yang sah untuk melakukan gerakan-gerakan.48 
  
                                                     
47 Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit., Hlm. 181 
48 Alma Manuputy, et.all. 2008. Hukum Internasional, Op.Cit.Hlm. 91 
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B. Pemberontak Dalam Hukum Internasional 
1. Sejarah Pemberontak Dalam Hukum Internasional 
Keberadaan pemberontak muncul sebagai akibat adanya suatu 
masalah atau pertentangan dalam negeri suatu negara berdaulat. Bentuk 
perlawanan, pertikaian, ketimpangan kesepahaman maupun hal-hal yang 
menjadi titik permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak 
adalah selanjutnya menjadi tanggung jawab sebuah negara. 
Pemberontakan dapat menimbulkan berbagai akibat maupun dampak 
bagi keselamatan dari negara yang bersangkutan sehingga menjadi 
kapasitas sebuah negara untuk menemukan titik tengah dan jalan keluar 
dari permasalahan tersebut.49 
Ada kalanya pemberontakan yang muncul menyebabkan kekacauan 
(chaos), seperti memiliki perlengkapan persenjataan terlarang, jatuhnya 
korban jiwa dan pemberontakan tersebut terus-menerus mengalami 
perkembangan, seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia yang 
berujung kepada perang saudara dengan akibat-akibat diluar 
perikemanusiaan serta melanggar hak-hak asasi manusia. 
Dalam pengertian umum, pemberontakan adalah penolakan terhadap 
otoritas pemerintahan yang sah. Pemberontakan dapat timbul dalam 
berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (civil disobedience) 
hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang 
ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan 
                                                     
49 Komar Kantaatmadja, 1998, Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional, Hlm. 50 
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bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk 
pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan.50 
Gerakan seperatis yang terjadi di berbagai belahan dunia 
sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan 
menyangkut ranah internasional dan menimbulkan gencatan-gencatan 
senjata serta konflik yang berkepanjangan. Pihak-pihak pemberontak 
turut memperhatikan aturan-aturan hukum perang, mengingat kegiatan-
kegiatan yang diluncurkan mencapai titik keberhasilan dengan 
menduduki secara efektif dan membentuk otoritasnya sendiri.51 
Kekacauan akibat gerakan pemberontakan tidak menutup 
kemungkinan akan meluas ke negara-negara lain dan menimbulkan 
kerugian baik secara materiil maupun korban jiwa. Masalah kemanusiaan 
merupakan masalah universal dalam sistem internasional. Perlindungan 
di balik hukum domestik semata untuk menghindari tekanan internasional, 
sorotan dari masyarakat internasional tidak dapat dihindari, dan negara 
yang mengalami gerakan separatis di dalamnya tidak dapat 
menyelesaikan chaos yang berkepanjangan tanpa adanya turut campur 
dan bantuan dari dunia internasional.52 
Hal ini memunculkan berbagai spekulasi dalam penanganannya, 
sehingga dunia internasional akan turut mengambil alih dan memberi 
keputusan. Adapun sikap yang dilakukan adalah dengan mengakui 
eksistensi keberadaan kaum pemberontak dan menerimanya sebagai 
                                                     
50 Sugono Dendy ed. Et.all, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Kamus Pusat 
Bahasa Depdiknas 
51 Komar Kantaatmadja, 1998, Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional, Op.Cit. Hlm. 50 
52 Ibid. Hlm. 52 
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pribadi berdaulat yang berdiri sendiri. Langkah ini ditempuh untuk 
meredam pertikaian-pertikaian. 
Gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan wilayah 
atau kelompok manusia (kelompok dengan kesadaran nasional yang 
tajam) dari suatu negara terjadi di beberapa tempat di belahan dunia. 
Basis pemberontakan adalah terkait nasionalisme atau kekuatan religius, 
maupun kurangnya politis dan ekonomi suatu kelompok. 
Sikap pengakuan keberadaan pemberontak ini tidak menutup 
kemungkinan akan dipandang sebagai tindakan kurang bersahabat oleh 
pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi, namun langkah 
tersebut diambil adalah semata-mata dengan tujuan peredaman konflik 
dengan tercapainya hak-hak pemberontak serta kesepakatan 
perdamaian dunia.53 
Pemberontakan atau gerakan separatis dapat dianggap sebagai 
subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa 
yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Pemberontak 
dibebankan hak seperti menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih 
sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, dan dapat mengusai sumber 
kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Para pemberontak sebagai 
kelompok maupun gerakan yang dapat diberikan hak-hak tersebut 
sebagai pihak yang sedang dalam keadaan berperang dalam 
                                                     
53 Subjek Hukum Internasional, dikutip dari https://ninyasmine.wordpress.com/2011/08 
/24/subjek_hukum_internasional/ diakses pada 3 April 2017, pukul 10:00 WITA 
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perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskpiun tidak dalam 
artian organisasi kompleks seperti negara.54 
Personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa 
sangat tergantung pada pengakuan. Dalam hukum perang, kaum 
pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional karena 
memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam 
beberapa keadaan tertentu.55 
Adapun negara-negara yang turut mengalami gerakan 
pemberontakan, antara lain :56 
a. Cekoslowakia, menjadi Republik Ceko dan Slovakia; 
b. Ethiopia, pemisahan Eritrea; 
c. Timor Leste, pemisahan Indonesia; 
d. Yugoslavia, menjadi Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Makedonia, 
Slovenia, Serbia, Montenegro, dan Kosovo. 
e. Uni Soviet, menjadi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, 
Kazakhtan, Kirgizia, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, 
Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. 
 
2. Latar Belakang Pemberontakan Di Indonesia 
Negara Indonesia lahir dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 
1945 oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia. 
Sejak pengakuan kedaulatan, nyaris tidak ada hari tanpa konflik yang 
                                                     
54  Keputusan House of Lord tahun 1962, sesuai artikel http://duniaesai.com/:gam-
dalamperspektif-hukum-internasional&catid=40:hukum&Itemid=93, pada tanggal 3 April 2017, 
pukul 13.00 WIB 
55 Ibid. 
56 Gerakan Pemberontakan, sesuai dengan artikel di website id.mwikipedia.org/wiki/ 
gerakan_pemberontakan.html pada tanggal 3 April 2017 
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menerpa Indonesia. Peristiwa sejarah Indonesia ketika menghadapi 
Agresi Militer Belanda II57, setelah itu perang-perang menyusul 
menghantam Republik Indonesia sampai Indonesia terseret dalam 
konfrontasi merebut Papua Barat yang kemudian diberi nama Irian Jaya. 
Ketimpangan sosial antara antara daerah barat dan timur di Indonesia 
dan masih saja keuntungan negra bersifat terpusat membuat berbagai 
daerah mengalami kriris kepercayaan terhadap negara. Pesimistis yang 
dimunculkan sekelompok orang didaerag satelitnya Jakarta ini 
menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan pemberontak di bergagai 
daerah. Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, tidak terlepas dari 
berbagai gerakan pemberontak, seperti pemberontakan Pemerintahan 
Revolusioner Republik Indonesia (selanjutnya disebut PRRI) dan 
Perjuangan Rakyat Semesta (selanjutnya disebut PEMESTA). 
Gerakan-gerakan pemberontak pemberontak terus lair sejak 
kemerdakaan Indonesia. Gerakan semulanya tidak tampak berniat ingin 
menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Tetapi, pemberontakan itu akhirnya dikenal sebagai “gerakan anti-jawa”, 
karena kesenjangan pembangunan antara pulau jawa dan luar jawa 
dianggap semakin besar. Latar belakang inilah yang kemudian mengacu 
lahirnya Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut OPM) serta 
                                                     
57 Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Hari sebelumnya, pada 
tanggal 17 Desember 1948 suasana di Yogyakarta meningkat tegang dengan dikeluarkannya 
ultimatum oleh delegasi Belanda di Kaliurang. Ultimatum ini pada tanggal 18 Desember 1948 
jam 23.30 WIB disusul dengan pidato radio wakil tinggi mahkota kerajaan Belanda yang 
menyatakan bahwa sudah tidak terikat lagi dengan persetujuan Renville. Sehingga setelah 
pernyataan itu keluar maka dilancarkannya Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta. Salim Islam, 
Terobosan PDRI dan Peranan TNI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 39. 
30 
 
Gerakan Aceh Merdeka (selanjutnya disebut GAM) yang hingga kini 
masih terdengar keeksistensiannya. 
Permasalahan Papua menimbulkan problematika tersendiri dalam 
konteks pemahaman kebangsaan bagi kedaulatan Republik Indonesia. 
Apa yang terjadi di Kosovo merupakan cerminan yang bisa saa terjadi di 
Indonesia, bahkan telah terjadi ketika Timor Leste mendapatkan hak 
penentuan nasib sendiri yang melalui beberapa konflik-konflik bersenjata 
yang berkepanjangan sehingga Timor Leste memisahkan diri dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
Lahirnya OPM seringkali menimbulkan gesekan dengan pendudukan 
militer yang ada di Papua. Bahwa sejak awal berdirinya OPM seringkali 
melakukan tindakan militan yang dilakukan sebagai bagian dari konflik 
Papua yang menimbulkan banyak korban jiwa baik itu dari pihak 
pemerintah, penduduk sipil bahkan pendatang, ditambah lambannya 
pembangunan di wilayah cendrawasih telah membuat OPM meradang. 
Konflik yang mengemuka selanjutnya yang terjadi di Indonesia adalah 
konflik Aceh dimana dalam konflik tersebut telah memakan banyak 
korban, baik korban jiwa maupun korban materi. Konflik atau 
pemberontakan di Aceh antara tahun 1976 hingga tahun 2005 dikobarkan 
oleh GAM untuk mendapatkan kemerdakaan Indonesia. GAM merupakan 
organisasi separatisme yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. 
Tujuan didirikannya GAM adalah untuk mengupayakan Aceh dapat 
klepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan membuat 
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negara kesatuan sendiri. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh 
Sumatera National Liberation Front (selanjutnya disebut ASNLF).58 
GAM dari perspektif hukum dapat diasosiakan sebagai suatu 
perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan 
terhadap pemerintahan yang sah (fighting against the legitimate 
government) yang sudah tentu bertentangan dengan aturan hukum 
secara umum (general rule of law).59 GAM bukanlah suatu ‘gerakan 
pembebasan nasional’ dari suatu wilayah jajahan yang belum 
berpemerintahan sendiri (non-self governing territories).60  
 
C. Latar Belakang Lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
Nama Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut OPM) adalah 
nama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada setiap 
organisasi atau faksi baik di Papau maupun di luar negeri yang dipimpin 
oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah 
untuk menyusun kekuatan melawan pemerintahan Indonesia, baik secara 
politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan 
                                                     
58 Sejarah Lengkap konflik, dikutip dari http://www/markijar.com/2016/12/sejarah-lengkap-
konflik-dan.htmll, diakses pada tanggl 3 April 2017 pukul 14:00 WITA 
59 Kejahatan terhadap keamanan Negara, Pasal 106 KUHPidana; Makar dengan maksud 
supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan 
sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara 
sementara paling lama 20 tahun, lihat pula Pasal 108; (1) barangsiapa bersalah karena 
pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun; 
60 Pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah-wilayah jajahan yang belum 
berpemerintahan sendiri itu diatur melalui ”Declaration On The Grantiing Of Independence To 
Colonial Countries And Peoples”, Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XXV), 14 Desember 
1960, lihat juga Bab XI Piagam PBB mengenai “Declaration Regarding Non-Self Governing 
Territories”. 
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diri atau memerdekakan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).61 
Awal dari gerakan OPM menurut Aditjondro (2000) adalah serangan 
sekelompok orang dari Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) 
di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Sersan 
Mayor Parmenas Ferry Awom, yang merupakan bekas anggota Batalyon 
Sukarelawan Papua (PVK atau Papoea Vrijwilligers Korp) bentukan 
Belanda. Penyerangan ini dipicu oleh penolakan para anggota PVK 
Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak di mobilisasi.62 
Pemberontakan OPM ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten d 
Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, 
Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh 
tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senajata, 
penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, 
penyebaran dan penempelan pamphlet, serta berbagai aksi perusakan. 
Aksi-aksi ini menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan 
menuju Papua Nugini.63 
Wujud nasionalisme sempit pada era orde baru terlihat dari adanya 
penilaian di kalangan masyarakat Papua bahwa tidak adanya prinsip 
meritokrasi di dalam jajaran Pemerintah Provinsi Papua, dimana posisi 
strategis di dalam struktur pemerintahan daerah cenderung di dominasi 
                                                     
61 RG Djopari, 1991, Tesis: Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi 
Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984, Universitas Indonesia, 
Jakarta, Hlm.145 
62 George Junus Aditjondro, 2000, Cahaya Bintang Kejora; Papua dalam Kajian Sejarah, 
Budaya, Ekonomi dan HAM, Elsham, Jakarta, Hlm. 35 
63 John RG Djopari, 2003, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Grasindo, Jakarta. 
Hlm.1-2 
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oleh etnis Papua tertentu saja. Masalah nasionalisme sempit ini melebar, 
bila dikaitkan dengan sikap kecurigaan masyarakat Papua terhadap etnis-
etnis pendatang non-Papua. Kondisi ini ditambah dengan adanya 
interaksi yang terkadang tidak harmonis dengan etnis Papua, sehingga 
semakin memperlebar kesenjangan yang terjadi di Papua.   
Dalam perkembangan selanjutnya, OPM berkembang dari sebuah 
organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI menjadi gerakan 
separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun sesungguhnya OPM 
cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang hingga kini 
menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut.  
Perlahan namun pasti, OPM menarik perhatian Nasional bahkan 
Internasional. OPM terus mendeklarasikan Papua Barat sebagai bangsa 
yang berdiri sendiri. Sedangkan Indonesia masih bersikeras bahwa 
kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk 
kedalamnya. Sampai detik ini perseteruan antar setanah air masih terjadi. 
Mau tidak mau OPM menjadi perbincangan dunia Internasional karena 
ditengah keutuhan NKRI terdapat api sparatisme yang muncul dari Papua 
Barat. 
OPM berusaha mempropaganda masyarakat internasional agar 
mendukung gerakan free West Papua. Berbagai cara ditempuh untuk 
memperoleh dukungan, seperti ketika salah satu perwakilan OPM yakni 
Benny Wanda berpidato di acara Tedx Sydney 2013. Benny 
mengungkapkan bahwa ia berusaha mencari suaka karena di sana 
banyak terjadi pelanggaran HAM, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang 
dilakukan oleh aparat. Usaha yang dilakukan oleh OPM juga di ekspos di 
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berbagai media massa Australia. Seperti liputan yang dilakukan oleh ABC 
TV yang berjudul rare look inside Papua Independent Movement. Dalam 
liputan yang berdurasi 14 menit tersebut, Pers ABC TV melakukan 
investigasi dan wawancara terhadap masyarakat Papua Barat yang 
menyatakan bahwa mereka ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia 
serta menginginkan kemerdekaan.64 
Pada tingkat internasional, propaganda OPM di luar negeri mulai 
memberikan hasil dengan semakin maraknya pemberitaan dan upaya 
beberapa anggota Kongres Amerika Serikat untuk meninjau kembali 
proses integrasi Papua ke NKRI dalam Rancangan Undang-undang. 
Aktivitas seperti mencari suaka politik, mempermasalahkan pelanggaran 
HAM, isu pemekaran wilayah, eksploitasi sumber daya alam dianggap 
masih efektif untuk meningkatkan dukungan asing bagi lepasnya Papua 
dari NKRI. 
Salah satu sarana yang digunakan oleh OPM untuk memperjuangkan 
kemerdekaannya lainnya adalah dengan memanfaatkan dunia maya. 
Cara tersebut merupakan taktik yang dilakukan oleh OPM untuk 
pencapaian hasil maksimal untuk mengurangi korban harta, nyawa dan 
resiko lain yang lebih besar. Perjuangan dengan sistem kekerasan 
perlahan mulai ditinggalkan guna mendapatkan perhatian dari dunia 
internasional dan mendapatkan simpatik yang lebih besar.65 Cara 
                                                     
64 Asian Report, 2012, Dinamika Kekerasan di Papua dalam 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/Indonesian%20 
translations/232-indonesia-dynamic-of-violence-in-papua-indonesian.pdf, diakses pada 19 
Oktober 2014 (10.30 WIB) 
65 Baiq Wardani. 2012. Artikel dengan judul Perjuangan Pemisahan Diri Papua dalam 
http://baiq-wardhani-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64373-Umum-Papua%20on%20 
the%20Net.html diakses pada 18 Oktober 2014, pukul 09.43 WIB 
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tersebut juga merupakan langkah untuk memperbaiki citra dari pejuang 
konvensional yang bergerilya di hutan menjadi pejuang di dunia maya. 
Selain melalui dialog, para aktivis OPM yakin bahwa dengan 
pemanfaatan teknologi informasi mereka dapat mengubah sifat 
pemberontakan yang bisa lebih diterima oleh dunia internasional. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian penelitian ini, menulis memilih lokasi penelitian yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data yang diperoleh dari para ahli hukum  maupun akademisi baik yang 
didapatkan dari konvensi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, 
maupun publikasi resmi. Data ini kemudian digunakan sebagai data 
pendukung dalam menganalisis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam 
perspektif subjek hukum internasional. 
 
2. Sumber Data 
Adapun data yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah: 
1) Konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini. 
2) Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
3) Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik 
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dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan secara 
langsung maupun hasil penelusuran dari internet. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi 
literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan 
dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan 
penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media 
pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang 
terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. 
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 
ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan 
dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan Organisasi Papua Merdeka 
(OPM) dalam perspektif subjek hukum internasional. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan bahan-
bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-
buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 
Data yang diperoleh penulis akan dianalisis secara deskriptif analisis.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Instrumen Hukum Internasional Pemberontak Sebagai Salah Satu 
Subjek Hukum Internasional 
Belligerent adalah kelompok atau kaum pemberontak yang sudah 
mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi 
dan militer, sehingga tampak sebagai satu kesatuan politik yang mandiri. 
Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. 
Maksudnya adalah bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu 
menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri.66 
Belligerent pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam 
negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya 
merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila 
pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang 
saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-
negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui 
eksistensi atau menerima belligerent sebagai pribadi yang berdiri sendiri, 
walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh 
pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan 
tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, 
belligerent menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. 
Terhadap kelompok ini yang perlu diberlakukan adalah hukum nasional dari 
                                                     
66 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT. 
Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 125 
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negara yang bersangkutan. Hukum internasional tidak mengaturnya kecuali 
hanya melarang negara lain untuk melakukan intervensi tanpa persetujuan 
negara yang bersangkutan.67 
Subjek hukum internasional pada umumnya merupakan beberapa entitas 
yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum internasional itu sendiri. Subjek 
hukum internasional secara singkat dapat dikatakan sebagai pemegang atau 
pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hal ini berarti 
setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum 
internasional adalah subjek hukum internasional. Konsekuensi dari pengertian 
ini adalah bahwa subjek hukum internasional tidak sekedar negara. Subjek 
hukum adalah entitas yang memiliki personalitas hukum. Dengan memiliki 
personalitas hukum, maka subjek hukum dapat menjalankan fungsinya 
sebagai subjek hukum.68 
Personalitas hukum menentukan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki 
oleh subjek hukum. Keberagaman subjek hukum internasional akan 
menjadikan pengertian personalitas hukum menjadi tidak absolut. Hal ini 
karena personalitas hukum itu sendiri akan mengikuti pengakuan yang 
diberikan oleh masing-masing instrumen hukum. Selain itu, personalitas hukum 
memberikan kewenangan untuk mengajukan klaim di Mahkamah Internasional, 
menikmati hak, menjalankan kewajiban, berpartisipasi dalam pembentukan 
hukum internasional, ikut serta dalam organisasi internasional, dan dapat 
membentuk traktat. Pada awal mula terbentuknya hukum internasional, hanya 
negara sebagai satu-satunya entitas yang dipandang sebagai subjek hukum 
                                                     
67 Sumaryo Suryokusumo, 2007, Studi Kasus Hukum internasional, Op.Cit. Hlm. 126-127 
68 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, 
Op.Cit. Hlm. 104 
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internasional. Namun, setelah adanya Perang Dunia Kedua, pelaku-pelaku 
dalam pergaulan internasional tidak hanya dimonopoli oleh negara. Subjek-
subjek hukum internasional yang baru seperti organisasi internasional, 
regional, atau bahkan individu pada akhirnya diakui sebagai subjek hukum 
internasional selain negara.69 
Berikut adalah beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur 
pemberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional:  
1. Hague Convention IV 1907 (Konvensi Den Haag IV 1907)  
Konvensi Den Haag 1907 (dikenal juga dengan Hukum Den Haag) 
merupakan konvensi yang dihasilkan dalam konferensi Perdamaian Pertama 
di Den Haag pada tahun 1899, yang disempurnakan dalam Konferensi Kedua 
yang dilaksanakan pada tahun 1907. Adapun Hukum Den Haag ini terutama 
mengatur tentang alat dan cara berperang (means and methode of warfare).70 
Konferensi Den Haag tahun 1907 menghasilkan tiga belas (13) konvensi dan 
satu (1) deklarasi. 
Salah satu konvensi yang dihasilkan dari konferensi Perdamaian Den 
Haag tahun 1899 yaitu Convention IV Respecting the Laws and Customs of 
War on Land (selanjutnya disebut konvensi IV Den Haag 1907 tentang hukum 
dan kebiasaan berperang didaratan) yang terdiri dari 9 Pasal, tetapi dilampiri 
sebuah annex yang terdiri dari 56 Pasal. Annex ini lebih dikenal dengan 
sebutan Hague Regulations (atau disingkat HR). 
Di dalam Pasal 1 dari HR tersebut dinyatakan bahwa:  
The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to 
militia and volunteer corps fulfilling the following conditions: 
a) To be commanded by a person responsible for his subordinates; 
                                                     
69 Ibid. Hlm.103 
70 Haryomataram, 1984, Pengantar Hukum Humaniter, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 46. 
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b) To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance; 
c) To carry arms openly; and 
d) To conduct their operations in accordance wich the lwas and 
customs of war 
In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or 
form part of it, they are included under the domination “army”.71 
 
(Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya 
diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok 
sukarelawan yang memenuhi persyararatan-persyaratan sebagai 
berikut:  
a)  Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas 
anak buahnya;  
b) Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali 
dari jarak jauh;  
c) Membawa senjata secara terbuka; dan   
d) Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan 
kebiasaankebiasaan perang.  
Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan 
merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk 
dalam pengertian "Angkatan Darat").72 
 
Dalam Pasal ini secara tersirat mengatur syarat-syarat pihak-pihak 
yang bersengketa sehingga dapat dikatakaan sebagai belligerent yaitu milisi 
(militia) dan korps sukarela sehingga dapat dikategorikan sebagai kombatan.73 
Lebih lanjut, Pasal 2 berbunyi: 
The inhabitants of a territory which has not been occupied, who, on the 
approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the 
invading troops without having had time to organize themselves in 
accordance with Article 1, shall be regarded as belligerents if the carry 
arms openly and if the respect the laws and customs of war.74 
 
(Penduduk di wilayah yang belum diduduki, yang pada saat musuh akan 
menyerang yang secara spontan mengangkat senjata untuk 
memberikan perlawanan tanpa sempat mengorganisir diri mereka 
sendiri sesuai dengan Pasal 1, harus dianggap sebagai belligerent 
apabila mereka mengangkat senjata secara terbuka dan apabila mereka 
mamatuhi hukum dan kebiasaan perang).75 
 
                                                     
71 Pasal 1 Lampiran pada Konvensi Den Haag IV 1907 
72 Terjemahan bebas Penulis 
73 Arlina Permanasari, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the 
Red Cross, Jakarta, Hlm. 27 
74 Pasal 2 Lampiran pada konvensi Den Haag IV 1907 
75 Terjemahan bebas Penulis 
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Pasal ini ditentukan juga bahwa segolongan penduduk disebut 
belligerent seperti mereka yang tersebut dalam Pasal 1, apabila mereka 
memenuhi persayaratan. Pasal 2 ini juga menyangkut apa yang dikenal  Levee 
en Masse76. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi supaya diakui sebagai 
Levee en Masse adalah:77 
a. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki; 
b. Secara spontan mengangkat senjata; 
c. Tidak ada waktu untuk mengatur diri; 
d. Membawa senjata secara terbuka; 
e. Mengindahkan hukum perang. 
Hal penting yang harus diingat adalah bahwa Levee en Masse berbeda 
dengan masyarakat sipil (civilians). Hal yang membedakannya adalah bahwa 
Levee en Masse terlibat secara langsung dalam perang atau konflik bersenjata, 
sedangkan civilians tidak. Hal ini akan mempengaruhi perlakuan yang akan 
diberikan kepada mereka dalam hal mereka jatuh ke tangan musuh. 
Sementara dalam Pasal 3 dinyatakan: 
The armed forces of the belligerent parties may consist of combatans 
and non-combatants. In the case of capture by the enemy, both have a 
right to be treated as prisoners of war.78 
 
(Angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang berperang dapat terdiri 
dari kombatan dan non-kombatan. Jika tertangkap oleh musuh maka 
keduanya mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan 
perang).79 
                                                     
76 Levee en Masse oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam 
websitenya dijelaskan sebagai “inhabitants of a country which has not yet been occupied, on 
the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without 
having time to form themselves into an armed force. Such persons are considered combatants 
if they carry arms openly and respect the laws and customs of war”. “Definition of Civilians”, 
http://www.icrc.org/customaryihl/eng/print/v1_cha_chapter1_rule5, diakses pada tanggal 5 
April 2017 Pukul 20.40 WITA. 
77 Erlina Permanasari, 1999,  Pengantar Hukum Humaniter, Op.Cit. Hlm. 28. 
78 Pasal 3 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907 
79 Terjemahan bebas Penulis 
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Perlu dicatat disini bahwa non-kombatan yang dimaksudkan dalam 
Pasal 3 ini bukanlah penduduk sipil, tetapi bagian dari angkatan bersenjata 
yang tidak turut bertempur. 
Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 1,2 dan 3, maka dapat 
disimpulkan golongan yang secara aktif turut serta dalam pertempuran 
adalah:80 
1. Tentara (Armies); 
2. Milisi dan Volunteer Corps (apabila memenuhi persyaratan); dan 
3. Leeve en Masse (dengan memenuhi persyaratan tertentu. 
Pasal 1,2 dan 3 ini juga berkaitan dengan Distinction Principles/ Prinsip 
Pembedaan, yakni mengenai kombatan dan penduduk sipil. Prinsip 
pembedaan dalam pasal-pasal di Konvensi Den Haag IV 1907 ini juga 
berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949 1, 2, dan 3, yaitu Pasal 13 dalam 
Konvensi 1-2 dan Pasal 4 dalam Konvensi 3. 
 
2. Geneva Convention 1949 (Konvensi Jenewa 1949) & Protocols 
Additional II to The Geneva Convention 1949 (Protokol Tambahan 
II Konvensi Jenewa 1949) 
Konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus 
mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Konvensi ini 
menjawab tantangan timbulnya suatu trauma akibat pemboman yang dilakukan 
melalui udara (terjadi pada 1939 dan 1945), yang merupakan realitas buruk 
yang harus diterima akibat dibomnya kota berpenduduk padat. Hal ini mungkin 
                                                     
80 Mochtar Kusumaatmadja, 1949, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 
Mengenai Perlindungan Korban Perang, Bimatjipta, Bandung, Hlm.12 
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merupakan suatu konsekuensi dari kegagalan Draft Rules on Air Warfare yang 
dirancang  di Den Haag pada Tahun 1923. Penolakan terhadap Draft ini dan 
meletusnya Perang Dunia II, menggambarkan bahwa negara-negara belum 
siap menerima larangan untuk menyerang dan menteror penduduk sipil 
musuh.81 
Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, tidak ada ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai perang saudara atau pemberontakan. 
Baru setelah lahirnya Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949, maka 
mengenai sengketa bersenjata yang bersifat ini diatur. Namun demikian, 
apabila pihak pemberontak memperoleh status sebagai pihak yang berperang 
(belligerent), maka hubungan antara pemerintah yang sah dan pihak 
pemberontak akan diatur oleh Hukum Internasional khususnya mengenai 
perang dan netralitas. 
Sehubungan dengan konflik bersenjata, Konvensi Jenewa 1949 
menjaminkan pemberlakuannya dalam Pasal 2 Paragraf I, yang menyatakan: 
In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, 
the present Convention shall apply to all caes of declared war or of any 
other armed conflict which may arise between two or more of the High 
Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of 
them.82 
 
(Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dillaksanakan 
dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua 
peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata 
lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta 
Konvensi, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara 
mereka).83 
 
                                                     
81 Mochtar Kusumaatmadja, 1968, Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan 
Korban Perang, Binatjipta, Bandung, Hlm. 75-76. 
82 Pasal 2 Paragraf I Konvensi Jenewa 1949 
83 Terjemahan bebas Penulis 
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Ada beberapa macam konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi 
ini yang pertama konflik bersenjata yang bersifat internasional disebut juga 
sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A berperang 
melawan negara B). Sengketa bersenjata antara negara terdiri dari beberapa 
situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2, yaitu: 
In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, 
the present Convention shall apply to all cases of declared war or of 
any other armed conflict which may arise between two or more of the 
High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by 
one of them.  
The Convention shall also apply to all cases of partial or total 
occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said 
occupation meets with no armed resistance. 
Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present 
Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by 
it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the 
Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and 
applies the provisions thereof.84  
 
(Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan  
dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku 
untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa 
bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-
pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh 
salah satu antara mereka. 
Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan 
sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun 
pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. 
Meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin 
bukan peserta Konvensi ini, negara-negara yang jadi peserta Konvensi 
ini akan tetap sama terikat olehnya didalam hubungan antara mereka.  
Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan 
negara bukan peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini 
menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini).85 
 
Yang kemudian diperkuat lagi Pasal 1 Jo. Pasal 96 ayat (3) terkait 
konflik bersenjata yang bersifat internasioal, yang berbunyi: 
The authority representing a people engaged against a High Contracting 
Party in an armed conflict of the type referred to in Artcile 1, paragraph 
                                                     
84 Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 
85 Terjemahan bebas Penulis 
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4, may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation 
to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the 
depository. Such declaration shall, upon its receipt by the depository, 
have in relation to that conflict the following effects: 
a) The Convention and this Protocol are brought into force for the said 
authority as a Party to the conflict with immediate effect; 
b) The said authoriy assumes the same rights and obligations as those 
which have been assumed by a High Contracting Party to the 
Conventions and this Protocol; and 
c) The Conventions and this Protocol are equally binding upon all 
Parties to the conflict.86 
 
(Penguasa yang mewakili rakyat yang berperang dengan suatu 
Pihak Peserta Agung dalam suatu bentuk sengketa bersenjata yang 
dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (4), dapat berusaha menerapkan 
Konvensi dan Protokol ini dalam hubungannya dengan sengketa 
tersebut dengan jalan mengeluarkan suatu pernyataan sepihak 
(unilateral) yang ditujukan kepada negara penyimpan. Setelah 
pernyataan tersebut diterima oleh negara penyimpan, maka dalam 
hubungan dengan sengketa pernyataan tersebut akan mempunyai 
pengaruh sebagai berikut : 
a) Konvensi dan Protokol ini menjadi berlaku bagi Penguasa 
tersebut di atas sebagai suatu Pihak dalam sengketa dengan 
segera; 
b) Penguasa tersebut diatas menerima hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang sama seperti yang dimiliki oleh suatu Pihak 
Peserta Agung dalam Konvensi dan Protokol ini; dan 
c) Konvensi dan Protokol ini mengikat sama kuatnya terhadap 
semua Pihak dalam Sengketa).87 
 
Selanjutnya dalam konflik bersenjata dikenal juga konflik bersenjata 
yang bersifat non-internasional atau bisa disebut sebagai “perang 
pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara, juga dapat berbentuk 
perang saudara (civil war). Misalnya terjadi perang pemberontakan di negara 
C antara pasukan pemberontakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari 
negara induk. Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini 
diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 yang berbunyi : 
In the case of armed conflict not of an international character 
occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each 
                                                     
86 Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949 
87 Terjemahan bebas Penulis. 
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Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the 
following provisions:  
1) Persons taking no active part in the hostilities, including 
members of armed forces who have laid down their arms and 
those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or 
any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, 
without any adverse distinction founded on race, colour, religion 
or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.  
To this end, the following acts are and shall remain prohibited at 
any time and in any place whatsoever with respect to the above-
mentioned persons:  
a. violence to life and person, in particular murder of all kinds, 
mutilation, cruel treatment and torture;  
b. taking of hostages; 
c. outrages upon personal dignity, in particular humiliating and 
degrading treatment; 
d. the passing of sentences and the carrying out of executions 
without previous judgment pronounced by a regularly 
constituted court, affording all the judicial guarantees which 
are recognized as indispensable by civilized peoples.  
 2) The wounded and sick shall be collected and cared for.  
An impartial humanitarian body, such as the International 
Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties 
to the conflict. 
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into 
force, by means of special agreements, all or part of the other 
provisions of the present Convention. 
The application of the preceding provisions shall not affect the 
legal status of the Parties to the conflict.88 
 
(Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional  
yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta 
Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk 
melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:  
1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, 
termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan 
senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta 
(hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab 
lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus  diperlakukan 
dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga 
yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau 
kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap 
kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan 
tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk 
dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan 
ditempat apapun juga: 
                                                     
88 Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. 
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a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap 
macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan 
penganiayaan;  
b. penyanderaan;  
c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan 
yang menghina dan merendahkan martabat;  
d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa 
didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu  pengadilan 
yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap 
jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh 
bangsa-bangsa beradab. 
2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.  
Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang 
Merah Internasional, dapat  menawarkan jasa-jasanya kepada 
Pihak-pihak dalam sengketa. 
Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk 
menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, 
semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. 
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan 
mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam 
sengketa).89 
 
Sehingga dengan adanya Konvensi Jenewa dapat diketahui 
kedudukan belligerent dalam suatu negara. 
 
3. Tahapan Pemberontak dalam Hukum Internasional 
Dewasa ini, salah satu subjek hukum yang belum jelas pengaturannya 
dalam hukum internasional adalah pihak dalam sengketa atau belligerent yang 
timbul dari suatu masalah dalam negeri. Munculnya belligerent atau pihak 
dalam sengketa merupakan masalah internal suatu negara, walaupun tidak 
dapat dipungkiri bahwa saat ini hal tersebut dapat timbul karena adanya 
campur tangan dari pihak luar atau negara lain yang memiliki kepentingan 
politik dengan negara tersebut. 
Sehingga aturan hukum internasional menetapkan tahap 
pemberontakan yang dibedakan dalam dua tahap, yaitu: 
                                                     
89 Terjemahan bebas Penulis 
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a) Insurgent 
Pada prinsipnya insurgent merupakan kualifikasi pemberontakan 
dalam suatu negara namun secara de facto belum mencapai tingkat 
keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan  
perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontakan belum dapat 
diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan 
kewajiban menurut hukum internasional.90 
Kualifikasinya sebagai insurgent, pemberontak atau gerakan 
separatis secara de jure internasional dilihat sebagai gerakan yang 
bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. 
Diartikan bahwa, kualifikasi insurgent belum dapat disebut sebagai 
perang saudara (civil war) dalam hukum internasional.91 
Apabila insurgent semakin memperlihatkan perkembangan 
signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan 
kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah 
menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka 
hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas 
beberapa wilayah. Menurut hukum internasional tahapan tersebut 
mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap 
belligerent.92 
                                                     
90 Bima Ari Putri Wijata, 2013, Insurgency and Belligerency, Hlm. 25. Dapat dilihat juga di: 
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengaturan-hukum-internasional-mengenai.html. 
diakses Pertama kali pada tanggal 23 April 2017 pukul 20.30. WITA 
91 Ibid. Hlm. 26 
92 Ibid. Hlm. 28 
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Setiap insurgent tidak dapat disebut sebagai belligerent karena 
untuk mendapatkan pengakuan belligerent sebagai subjek hukum 
internasional harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:93 
i. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang 
benar-benar bertanggungjawab atas tindakan bawahannya dan 
memiliki organisasi pemerintahannya sendiri; 
ii. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam 
penguasaan atas beberapa wilayah; dan 
iii. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti 
melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil) 
serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus sebagai 
peralatan militer yang cukup. 
Insurgent merupakan awal mula pembentukan belligerent, namun 
setiap insurgent tidak dapat disebut sebagai belligerent apabila belum 
memenuhi ketentuan-ketentuan pengakuan belligerent. Di wilayah di 
mana terjadi tindakan pemberontakan, pemerintah negara yang 
berdaulat masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa 
yang sah. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 
(XX) yang dikeluarkan tahun 1965, dalam hubungannya  maka setiap 
upaya negara asing atau negara lain yang membantu kaum 
pemberontak, dianggap merupakan tindakan intervensi, dan 
karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.94 
                                                     
93 Ibid. 
94 Ahmad Syafi’I Mufid, 2013, Peta Gerakan Radikal di Indonesia, Puslitbang Kehidupan 
Keagamaan BALITBANAG dan DIKLAT KEMENAG, Hlm. 29 
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Apabila tahap pemberontakan yang terdapat di dalam suatu negara 
telah mencapai tahap belligerent, memungkinkan adanya negara lain 
yang mengakui kedudukan pemberontak. Pemberontakan yang telah 
dianggap memiliki kapasitas untuk memunculkan konflik, menjadikan 
beberapa negara mengakui eksistensinya, didasarkan pada 
munculnya pemberontak sebagai dasar mereka untuk berdiri sendiri 
seiring dengan kehendak sendiri.95  
Namun dalam pengertian ini, apabila suatu negara memberikan 
pengakuan terhadap pemberontak sebagai belligerent, sementara 
pemberontak tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, maka 
pengakuan negara asing tersebut dapat dianggap sebagai campur 
tangan terhadap suatu negara yang sedang menangani 
pemberontakan di dalam wilayahnya, dan hal tersebut merupakan 
bentuk pelanggaran hukum internasional.96 
 
b) Belligerent 
Tahap pemberontakan ini merupakan kaum pemberontak yang 
sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara 
politik, organisasi dan militer sehingga nampak sebagai satu kesatuan 
politik yang mandiri maka persoalannya berbeda dengan pemberontak 
insurgent. Kemandirian tersebut tidak hanya ke dalam tetapi juga ke 
luar, maksudnya dalam batas-batas tertentu ia sudah mampu 
                                                     
95 Ibid. Hlm. 30 
96 Bima Ari Putri Wijata, 2013, Insurgency and Belligerency, Op.Cit. Hlm. 32 
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menampakkan diri pada tingkat/level internasional atas 
keberadaannya sendiri.97 
Menurut Adolf memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar 
suatu kaum pemberontak dapat disebut sebagai kaum belligerent, 
yaitu:98 
a) Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin 
yang teratur serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya; 
b) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau uniform  yang jelas 
serta menunjukkan identitasnya; 
c) Pemberontak secara de facto telah menguasai secara efektif atas 
beberapa wilayah; dan 
d) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat diwilayah 
yang didudukinya.99 
Selain pendapat Adolf, menurut Adji terdapat satu tambahan lagi 
yang harus dipenuhi oleh belligerent  yaitu keharusan mereka menaati 
hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan 
membedakan diri dari penduduk sipil.100 
Kemudian menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah 
persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu belligerent mendapatkan 
pengakuan. Syarat-syarat tersebut adalah:101 
                                                     
97 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit. Hlm. 373 
98 Ibid. Hlm. 375 
99 Huala Adolf, 1991, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT. Raja 
Grafindo: Jakarta, Hlm. 125-126. 
100 Samekto, “Kasus Aceh Indonesia Tak Dapat Dituntut”, Suara Merdeka, 14 Juni 2003, 
Hlm. 4 
101 Huala Adolf, 1991, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Op.Cit., Hlm. 94. 
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a) Perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi 
perang terbuka; 
b) Telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta 
penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut; 
c) Pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan 
menaati hukum-hukum perang; dan 
d) Terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap 
perang sipil tersebut. 
Sehingga bila suatu negara terjadi pemberontakan dan 
pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan 
efektifitas pemerintahan maka keadaan ini menempatkan negara-
negara ketiga dalam keadaan yang sulit terutama dalam melindungi 
berbagai kepentingannya di negara tersebut. Dalam keadaan ini 
lahirlah suatu sistem pengakuan belligerent. Negara-negara ketiga 
dalam sikapnya membatasi diri hanya sekedar mencatat bahwa para 
pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah 
nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. Bentuk pengakuan 
ini telah dilakukan beberapa kali di masa lampau oleh Amerika Serikat 
dan juga Inggris. Contoh yang paling dikenal adalah pengakuan 
belligerent yang diberikan kepada orang-orang Selatan di Amerika 
Serikat pada waktu perang saudara oleh Perancis dan Inggris serta 
negara-negara Eropa lainnya.102 
                                                     
102 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Hlm. 79 
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Walaupun pada prinsipnya konsepsi demikian sebagai 
konsekuensi dari perjuangan antikolonialisme dapat diterima bahwa 
patut mendapat dukungan sepenuhnya, persoalannya menjadi sulit 
apabila penjajahan telah lenyap dari dunia dan semua bangsa telah 
menjelma menjadi negara yang merdeka. Apabila diterapkan secara 
terlalu bebas tanpa ukuran yang objektif antara lain mengenai apa 
yang dimaksudkan dengan bangsa, walaupun konsepsi ini pada 
dasarnya bermaksud baik, bisa mempunyai pengaruh yang 
mengganggu stabilitas masyarakat internasional karena dapat dipakai 
oleh golongan kecil dalam suatu bangsa (negara) yang belum tentu 
mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan separatis.103 
  
B. Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Subjek 
Hukum Internasional 
1. Penerapan Status Subjek Hukum Internasional untuk Organisasi 
Papua Merdeka (OPM) 
Hingga saat ini, sejak berdirinya pada Tahun 1965 OPM telah banyak 
melakukan gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan atau 
pemberontakan yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah pun mengakui 
eksistensi OPM sebagai sebuah organisasi atau gerakan pemberontakan 
terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat. Hal semacam ini tentunya 
mengancam kedautalan Indonesia.104 
                                                     
103 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, 
Op.Cit. Hlm. 110-111 
104 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Op.Cit. 
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Bila pemberontak tidak segera dipadamkan dan mereka menduduki 
dan mengusai wilayah yang cukup luas dan mempunyai pemerintahan 
sendiri maka dalam literatur hukum internasional pemberontak tersebut 
bisa diakui sebagai Belligerent. Seperti tertuang pada Pasal 1 HR 
Konvensi Den Haag IV 1907, syarat-syarat pemberontak sebagai 
berikut105: 
a. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak 
buahnya 
b. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari 
jarak jauh; 
c. Membawa senjata secara terbuka; dan 
d. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan 
kebiasaan-kebiasaan perang. 
Namun meskipun sudah memenuhi kriteria sebagaimana 
dikemukakan oleh pakar hukum internasional yang berarti dalam 
kacamata hukum internasional kaum tersebut dapat dikategorikan 
sebagai belligerent. Namun, dalam tataran praktis, khususnya politik 
internasional tidaklah mudah bagi suatu kelompok pemberontak untuk 
memperoleh pengakuan sebagai belligerent. Negara induk atau 
pemerintah yang sah tidak akan pernah mau mengakui status mereka 
sebagai belligerent. Dalam hukum nasional negara induk kaum belligerent 
adalah pemberontak yang melanggar undang-undang nasional. 
Pengakuan dari negara-negara lain pun tidaklah mudah didapat karena 
negara-negara tersebut pada umumnya akan senantiasa menjaga 
                                                     
105 Pasal 1 Lampiran pada Konvensi Den Haag IV 1907 
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hubungan baik  dengan negara di mana terdapat kelompok pemberontak 
tersebut.106 
Selanjutnya dalam keberadaannya, OPM telah memenuhi beberapa 
syarat-syarat sebagai pemberontak namun belum dapat dikatakan 
sebagai subjek hukum internasional. Syarat pertama yaitu OPM dipimpin 
oleh seorang Komandan Terianus Aronggear (SE) serta selaku ketua 
umum organisasi yang bertanggungjawab penuh atas tindakan anggota-
anggotanya. Selain ketua umum organisasi, OPM juga memiliki Panglima 
Perang yang bernama Goliat Tabuni yang bertanggungjawab ketika 
melakukan pemberontakan dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini 
TNI (Tentara Nasional Indonesia) atau pihak asing yang memasuki 
wilayah Papua Barat.107 
Syarat kedua, OPM telah menggunakan tanda pengenal yang jelas 
untuk menunjukkan identitasnya yang ditandai dengan pembentukan 
Komite Nasional oleh Belanda pada tanggal 19 Oktober 1961 yang 
beranggotakan 21 orang. Komite Nasional ini bertugas untuk merencakan 
pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka, yang dilengkapi 70 
putra Papua Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto 
yang isinya: menentukan nama negara: Papua Barat, menentukan lagu 
kebangsaan: Hai Tanahku Papua, menentukan bendera: Bintang Kejora, 
menentukan lambang negara: Burung Mambruk yang menjadi lambang 
di uniform setiap anggota OPM dan dengan semboyan One People One 
Soul. Dengan hasil tersebut menghendaki wilayah Papua Barat (Irian 
                                                     
106 Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit., Hlm 181-182 
107 Ngatiyem, 2007, Skripsi : Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (studi tentang 
pembangunan stabilitas politik di Indonesia), , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hlm. 69  
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Jaya) menjadi negara-bangsa (nation-state) yang merdeka dan berdaulat 
penuh. Wilayah kekuasaan OPM juga sudah cukup luas mencakup 
wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Kedua wilayah ini dikuasai 
dan dijadikan sebagai markas senjata OPM dan tempat persembunyian 
OPM.108 Sehingga menurut Adolf dalam memberikan persyaratan yang 
harus dipenuhi agar suatu kaum pemberontak dapat disebut sebagai 
belligerent pada poin (c) yaitu secara de facto telah mengusai secara 
efektif atas beberapa wilayah.109 
Syarat ketiga, dengan latar belakang perjuangan baik politik maupun 
militer untuk mendukung gerakan perjuangan kemerdekaan, OPM 
melakukan pemberontakan fisik yang bergerak dibawah tanah atau 
dengan cara sembunyi-sembunyi menggunakan senjata untuk 
menyerang pos-pos TNI serta para pendatang yang menimbulkan banyak  
korban jiwa. Selain pemberontakan fisik, OPM juga melakukan 
pemberontakan non fisik seperti pengibaran bendera di beberapa wilayah 
di Papua.110 Selanjutnya, dasar pengorganisasian OPM sesungguhnya 
masih dipengaruhi oleh identitas kesukuan masing-masing anggota dan 
pemimpinnya. Selain OPM, juga terdapat Tentara Pembebasan Nasional 
OPM (TPN-OPM) yang dibentuk saat kelompok OPM membentuk cabang 
militer yang berpusat di Papua pada tahun 1960-an. Organisasi ini 
dipimpin oleh Methias Wenda dan memiliki 9 daerah perlawanan yang 
bersifat independen dan otonom.111 
                                                     
108 Ibid. Hlm. 66 
109 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Op. Cit. Hlm. 375 
110 Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Op.Cit. Hlm. 85 
111 http://gumilaradinata13.blog.com/2012/01/30/konflik-ri-opm-dalam- perspektifhukum-
humaniterinternasional/. Diakses pada taggal 16 Agustus 2013.  
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Syarat keempat, pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan 
upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah 
merembet dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang 
harus segera diselesaikan. Konflik yang terjadi antara OPM dan TNI ini 
sudah seyogyanya harus memperhatikan aturan-aturan perang, karena 
kegiatan-kegiatan OPM telah mencapai titik keberhasilan saat mereka 
dapat menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di 
wilayah Papua yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia. 
Namun pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional tidak ditentukan 
oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan 
perang itu sendiri.112 Oleh karena itu, apabila ditentukan oleh sifat 
tindakan perang dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan 
bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka Hukum 
Humaniter Internasional harus diberlakukan. 
Sehingga penulis berkesimpulan berdasarkan analisis diatas bahwa 
syarat-syarat pemberontak yang tertuang pada Konvensi Den Haag 1907, 
OPM belum dapat memenuhi semua syarat-syarat belligerent seperti 
tidak menyatakan diri secara terbuka membawa senjata bahkan tidak 
dapat membedakan penduduk sipil sebagai suatu kebiasaan perang 
dalam setiap melakukan operasinya. Sehingga kualifikasi kaum 
pemberontak untuk OPM ialah insurgent karena hingga saat ini OPM 
secara de facto belum mencapai keteraturan sebagai organisasi yang 
terpadu dalam melakukan perlawanan dan secara de jure dilihat sebagai 
                                                     
112 Ambarwati dkk, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 73. 
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gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan 
senjata. Dalam hal ini, kedudukan insurgent belum dapat diakui sebagai 
pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut 
hukum internasional.  
 
2. Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Subjek 
Hukum Internasional 
Dalam setiap sistem hukum, badan tertentu, baik individu maupun 
lembaga, dianggap memiliki hak dan kewajiban yang diberlakukan sesuai 
hukum.113 Dengan demikian seorang individu dapat menuntut dan dituntut 
atas penyerangan sedangkan sebuah lembaga bisa mengajukan sebuah 
tuntutan atas pelanggaran kontrak. Mereka mampu melakukan hal ini 
karena hukum mengakui mereka “pribadi hukum (legal person)” yang 
memiliki kapasitas untuk memiliki dan mempertahankan hak tertentu, dan 
menjadi subjek untuk menjalankan tugas kewajiban tertentu. Adapun 
orang yang berhak atas hak tertentu dan keadaan tertentu bergantung 
pada lingkup dan karakter hukumnya. Tetapi fungsi hukum untuk 
menetapkan hak dan kewajiban bagi entitas yang menurutnya sesuai. 
Kepribadian hukum (legal personality) sangat penting. Tanpa itu lembaga 
dan kelompok tidak dapat beroperasi, karena mereka harus mampu 
mempertahankan dan menegakkan klaim.114 
Kepribadian dalam hukum internasional memperhitungkan keterkaitan 
antara hak dan kewajiban yang dimungkinkan menurut sistem 
                                                     
113 I. Brownlie, 2003, Principles of Public international Law 6th Edition-Bagian II, Oxford.  
114 Malcom N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional (International Law), PT. Nusa Media, 
Bandung, Hlm. 193 
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internasional dan kapasitas klaim. Namun, berbagai faktor harus diperiksa 
dengan seksama sebelum bisa ditentukan apakah suatu entitas dapat 
memiliki kepribadian internasional dan, juga demikian, apakah hak, tugas 
dan kompetensinya berlaku dalam kasus tertentu. Tidak semua entitas 
tersebut akan menjadi pribadi hukum, meski dalam kadar tertentu 
tindakan berpengaruh ditingkat internasional.115 
Subjek hukum internasional pada umumnya merupakan beberapa 
entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum internasional itu 
sendiri. Subjek hukum internasional secara singkat dapat dikatakan 
sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum 
internasional. Hal ini berarti setiap pemegang atau pendukung hak dan 
kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum 
internasional. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa subjek 
hukum internasional tidak sekedar negara. Subjek hukum adalah entitas 
yang memiliki personalitas hukum. Dengan memiliki personalitas hukum, 
maka subjek hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek 
hukum.116 
Hukum internasional tidak memiliki kriteria yang pasti untuk 
menentukan kapan suatu entitas dapat dikategorikan sebagai subjek 
hukum internasional. Hal ini karena pertimbangan historis serta politis 
jauh lebih dominan ketimbang pertimbangan hukum dalam pemberian 
pengakuan terhadap suatu entitas. Apalagi OPM belum dapat 
dikategorikan sebagai Kaum Pemberontak (belligerent) yang memiliki hak 
                                                     
115 Ibid. Hlm. 194 
116 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Op. 
Cit., 102 
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dan kewajiban terbatas sebagai subjek hukum internasional. Dengan 
demikian, syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai subjek hukum 
internasional yaitu memiliki personalitas hukum (legal personality) 
internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu yang telah 
dikemukakan oleh para ahli hukum internasional, sehingga terdapat 
beberapa faktor yang tidak mendukung OPM untuk dapat diakui sebagai 
subjek hukum internasional. Pertama, OPM belum mampu mendukung 
hak dan kewajiban internasional dikarenakan hingga saat ini belum 
mendapatkan pengakuan internasional dari Pemerintah Indonesia, 
pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan terbatas, yang diberikan 
kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang merupakan salah 
satu perkembangan baru dalam hukum internasional. Dengan pengakuan 
ini, maka OPM dimungkinkan untuk ikut dalam PBB atau organisasi-
organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini 
sifatnya belum universal dan masih mendapat penolakan terutama oleh 
negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka 
beralasan bahwa Piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau 
dan karena OPM hanyalah suatu kelompok yang bukan negara.117  
Kedua, banyaknya aktivis OPM seperti Theys Eluay, Socrates Sofyan 
Nyoman, Herman Wanggai, dan Benny Wenda sebagai perwakilan OPM 
yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua di beberapa forum 
internasional seperti di Belanda dan negara Eropa lainnya, serta Australia 
dan Amerika Serikat belum mampu dikategorikan sebagai suatu tindakan 
                                                     
117 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Op.Cit. Hlm. 81 
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yang bersifat internasional. Sebab, para aktivis OPM hanya mendasarkan 
perjuangan politiknya pada tiga alasan. Tiga alasan itu yaitu  Rakyat 
Papua ditolak dalam keseluruhannya masuk kedalam imperialisme 
Indonesia yang berpolitik ekspansionis yang didasarkan pada Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, secara geografis maupun etnologis 
Rakyat Papua termasuk Indonesia dan Rakyat Papua  menolak 
paternalisme Indonesia dan sadar diri menurut haknya yang utama atas 
tanah airnya sendiri. Bertolak dari ketiga alasan itu maka ada dua faktor 
yang mendorong OPM melakukan perjuangan diluar negeri yaitu dunia 
tidak mengetahui duduk permasalahan dari bangsa atau rakyat Papua 
serta adanya informasi sepihak dari Belanda pada masa lampau dan dari 
Indonesia.118 
Ketiga, menjadi pihak dalam pembentukan suatu perjanjian 
internasional, sejauh ini syarat penting agar OPM dapat membentuk suatu 
perjanjian internasional adalah perjanjian internasional tersebut tunduk 
pada rezim hukum internasional dan menjadi sarana untuk meningkatkan 
kerja sama internasional serta instrumen-instrumen yuridik yang 
menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum 
internasional lainnya untuk mencapai tujuan Bersama. Oleh karena 
pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum maka ia akan 
mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Dengan demikian secara 
umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional ialah 
dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum 
internasional dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi 
                                                     
118 Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Op.Cit. Hlm. 100 
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pihak.119  Sehingga para aktivis OPM dalam menyusun dokumen 
perjuangan dilakukan dengan cara diselundupkan ke badan PBB di New 
York untuk menanyakan tentang status Papua Barat dan meminta 
peninjauan Persetujuan New York 15 Agustus 1962. Karena Persetujuan 
New York 15 Agustus 1962 dinilai tidak adil, sebab tidak melibatkan wakil 
bangsa Papua dalam perundingan sebagai pihak yang 
dipersengketakan.120 Maka dari itu hingga saat ini OPM tidak dapat 
berunding dalam perjanjian internasional, bahkan hubungannya dengan 
negara lain hanyalah bersifat informal, serta tidak dapat menerima 
maupun mengirim wakil diplomatik.121 
Keempat, dalam melakukan propaganda di forum-roum internasional 
para aktivis OPM yang berada di luar negeri belum juga menemui hasil 
positif sehingga hingga saat ini untuk belum menjadi anggota bahkan ikut 
berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional 
dikarenakan belum mendapat pengakuan internasional dari PBB. Namun, 
OPM mendapatkan dukungan dari negara-negara di kepulauan pasifik, 
terbukti dengan tergabungnya OPM dalam Melanesian Spearhead Group 
(selanjutnya disingkat MSG) serta United Liberation Movement for West 
Papua (selanjutnya disingkat ULMWP) yang merupakan lembaga 
swadaya yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan dua Provinsi 
                                                     
119 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Op.Cit. Hlm. 82 
120 Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Op.Cit. Hlm. 26 
121 Karena OPM bukanlah suatu entitas yang merdeka dan berdaulat seperti negara serta 
belum mendapat pengakuan terbatas, karena perwakilan diplomatik dari negara saling 
mengirim wakilnya ke Ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan 
bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalapahaman ataupun menghindari 
terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang 
dinamakan duta besar.  
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Papua yang berada di bawah kendali Indonesia.122 Dengan adanya 
dukungan untuk OPM dari negara-negara di kepulauan pasifik  bisa 
ditafsirkan sebagai pengakuan yang prematur karena pengakuannya 
mendahului kelengkapan unsur-unsur konstituif dari OPM dan merupakan 
suatu kecenderungan yang memberikan dorongan kepada entitas yang 
baru untuk menjadi negara merdeka. Pengakuan secara prematur ini 
merupakan ilustrasi bahwa pengakuan yang dilakukan oleh suatu negara 
terhadap negara atau pemerintah yang baru lebih banyak bersifat politik 
dan diluar ketentuan hukum internasional.123 Sering terjadi pengakuan 
terhadap gerakan-gerakan pembebasan nasional sebagai negara oleh 
negara-negara pendukungnya bahkan sebelum gerakan tersebut 
mencapai kemenangan atau mendirikan suatu pemerintah faktual dalam 
kasus perang sipil.124 
Kelima, selain dikatakan sebagai organisasi yang dikenal dalam 
gerakan pemberontakan dalam memperjuangkan haknya untuk merdeka, 
OPM juga bisa disebut dengan kelompok organisasi pembebasan 
nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Tidak semua 
organisasi pembebasan nasional mendapatkan pengakuan sebagai 
subjek hukum internasional. Hal ini disebabkan tidak ada kriteria objektif 
untuk menentukan apakah suatu kelompok sudah berhak menyandang 
status sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang 
memperjuangkan haknya atau belum. Pertimbangan-pertimbangan politik 
                                                     
122 Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Op.Cit. Hlm. 103 
123 Boer Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Op.Cit. Hlm.72 
124 Gerhard Von Glahn, Op.Cit. 7th Edition, Hlm.67, selanjutnya dapat dilihat di Boer 
Mauna, 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global, Hlm.72  
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masyarakat internasional lebih dominan dibandingkan aturan hukum 
internasionalnya. Dengan demikian OPM tidak dapat meminta hak-hak 
dan kekebalan di bidang internasional karena merupakan konsekuensi 
sebagai organisasi pembebasan nasional yang melawan pemerintah 
yang berdaulat.125 
Dengan menyandang kualifikasi pemberontak insurgent serta 
berdasarkan hasil analisis penulis diatas sehingga dapat dikatakan  
bahwa OPM belum bisa menyandang status sebagai subjek hukum 
internasional yang mampu menjalankan hak dan kewajiban yang bersifat 
internasional, mengajukan  klaim di Mahkamah Internasional, 
berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, ikut serta dalam 
organisasi internasional dan dapat membuat suatu perjanjian 
internasional, disebabkan karena OPM merupakan suatu entitas yang 
tidak memiliki dasar hukum berdirinya serta tidak memiliki advisory 
opinion atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat dari International 
Court of Justice. Serta OPM tidak memiliki kapasitas untuk bertindak 
karena tidak memiliki personalitas hukum terkait kejelasan mengenai 
pertanggungjawabannya dalam kancah hubungan internasional. 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kaum 
pemberontak dalam subjek hukum internasional adalah Konvensi 
                                                     
125 Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit. Hlm.180 
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Den Haag IV 1907, terkhusus Pasal 1, 2, 3 tentang syarat-syarat 
kaum pemberontak yang mendapat pengakuan internasional. Hal ini 
juga berkaitan dengan Geneva Convention 1949 (Konvensi Jenewa 
1949) & Protocols Additional II to The Geneva Convention 1949 
(Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949) tentang perang dan 
pemberontakan. Sehingga dewasa ini, subjek hukum internasional 
yang telah memiliki personalitas hukum dalam kancah hubungan 
internasional ialah Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah 
Internasional, Takhta Suci Vatikan, Individu dan Kaum Pemberontak. 
2. Dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk 
sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum 
pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional, karena 
OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak 
yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi 
Jenewa 1949. 
B. SARAN 
1. Untuk meredam kaum pemberontak tumbuh dan berkembang dalam 
hubungan internasional serta ditambah dengan tujuan kaum 
pemberontak yang ingin memerdekakan wilayah yang dikuasainya, 
diperlukan adanya rezim hukum internasional yang memperjelas 
kriteria-kriteria kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan 
sebagai subjek hukum internasional karena hingga saat ini kriteria-
kriteria kaum pemberontak hanya dilihat dari segi politisnya saja.  
2. Diperlukannya Memorandum of Understanding (MoU) karena 
adanya keinginan yang kuat dari OPM untuk memisahkan diri dari 
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NKRI. Berdsarkan pengalaman antara Pemerintah Republik 
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), melalui MoU 
tersebut diharapkan dapat memberikan kesepahaman dan 
kesepakatan serta memberikan solusi bagi kedua pihak. MoU dapat 
dilakukan apabila pemerintah dapat menekan jumlah militer yang 
ada di Papua untuk menimbulkan kepercayaan kepada kelompok-
kelompok kepentingan yang ada di Papua, sehingga OPM dapat 
mempercayakan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik 
Indonesia dalam mensejahterahkan Papua.  
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